
BUPATI SUKAMARA
PROVINSI RALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURAMARA

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang  :   a.   bahwa   guna   melaksanakan   ketentuan    Peraturan    Menteri
Kesehatan  Nomor   10  Tahun  2014  tentang  Dewan  Pengawas
Rumah  Sakit  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79
Tahun  2018  tentang  Layanan  Umum  Daerah,  perlu  dibentuk
Peraturan Bupati yang mengatur tentang Dewan Pengawas pada
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sukamara;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf  a  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Dewan
Pengawas   pada   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Kabupaten
Sukanara;

Mengingat     :   1.    Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2002  tentang  Pembentukan
Kabupaten      Katingan,      Kabupaten      Seruyan,      Kabupaten
Sukamara,   Kabupaten   lamandau,   Kabupaten   Gunung  Mas,
Kabupaten    Pulang   Pisau,    Kabupaten    Murung   Raya   dan
Kabupaten    Barito   Timur   di    Provinsi    Kalimantan   Tengah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2002  Nomor  18,
tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (Ilembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587)  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang   Pemerintahari   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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4.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5.  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2023   tentang   Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);

6.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  48,  Tambahan  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   4502),   sebagaimana   telah   diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan I,ayanan Umum (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2012  Nomor  171,  Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

7.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10  Tahun  2014  tentang
Dewan    Pengawas    Rumah    Sakit    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor  360);

8.  Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (I+embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan    Layanan    Umum    Daerah    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10.  Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor 6 Tahun  2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Talnbahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara   Nomor   40),   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Kabupaten  Sukarnara Nomor 6 Tahun 2019
tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Daerah    Kabupaten
Sukamara  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sukamara  (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) ;

12.  Peraturan   Bupati   Sukamara  Nomor  35  Tahun   2022   tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sukanara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 35);

13.  Peraturan   Bupati   Sukamara  Nomor  39  Tahun   2023   tentang
Remunerasi  pada  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit
Umum  Daerah  Sukamara  (Berita  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Tahun 2023 Nomor 39);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :   PERATURAN    BUPATI    TENTANG    DEWAN    PENGAWAS    BADAN
LAYANAN    UMUM    DAERAH    RUMAH    SAKIT    UMUM    DAERAH
SURAMARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.  Pemerintah Daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintah

oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip
otonomi   seluas-luasnya   dalam   sistem   dan   prinsip   Negara
Kesatuan   Republik   Indonesia   sebagaimana   dimaksud   dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah    daerah    yang    memimpin    pelaksanaan    urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.  Bupati adalah Bupati Sukamara.
5.  Badan I,ayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/
badan daerah dalam memberikan   pelayanan kepada masyarakat
yang   mempunyai   fleksibilitas   dalam   pola   keuangan   sebagai
pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6.  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sukamara.

7.  Direktur  Rumah  Sakit  adalah  Direktur  Rumah  Sakit  Umum
Daerah Sukanlara.

8.  Peraturan Internal Rumah Sakit /Hospztcz7 bghazus/ adalah peraturan
organisasi Rumah Sakit /medieczz stajjT bghat#/ yang disusun dalam
rangka penyelenggaraan tata Kelola rumah  sakit yang balk  /goocz
coxpora€e got/emcmce/ dan tata Kelola klinis yang baik /goocz czi.in.caz
gouerrramce).

9.  Dokumen Pola Tata Kelola /coxporote gouemance/ adalah peraturan
internal pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLU/BLUD yang
antara lain menetapkan orgariisasi dan tata laksana, akuntabilitas,
dan transparansi.

10.Dewan    Pengawas    Rumah    Sakit   yang    selanjutnya   disebut
Dewanpengawas  adalah  unit  nonstruktural  pada  rumah  sakit
yang melafukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara
internal     yang     bersifat     nonteknis     perumahsakitan     yang
melibatkan unsur masyarakat

11.Remunerasi adalah imbalan kelja bagi Dewan Pengawas berupa
honorarium.

12. Honorarium adalah upah yang diberikan kepada dewan pengawas
dan sekretaris dewan pengawas.
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13.Rencana  Bisnis  dan  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun
dan   disajikan   sebagai  bahan   penyusunan   rencana  kelja  dan
anggaran SRTD.

Pasal 2

(1) Maksud    disusunnya   peraturan    bupati    ini   adalah    sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pengawas secara
profesional.

(2) Tujuan  disusunnya  peraturan   bupati  ini  adalah  tercapainya
RSUD yang profesional dan berdaya saing.

BAB 11

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Dewan   Pengawas   merupakan   unit  nonstruktural  yang  bersifat
independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku
pemilik RSUD.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

(1) Dewan     Pengawas     berfungsi     melakukan     pembinaan     dan
pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal di RSUD

(2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Bagian ketiga
Tugas

Pasal 5

(1) Dalam   melaksanakan   fungsi   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 4, Dewan Pengawas bertugas :
a.  memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b.  menilai   kinerja  keuangan   maupun   kinelja  non   keuangan

BLUD   dan   memberikan   rekomendasi   atas   hasil   penilaian
untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c.  memonitor  tindaklanjut  hasil  evaluasi  dan  penilaian  kinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d.  memberikan  nasehat  kepada  pejabat  pengelola  BLUD  dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban; dan

e.  memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai;
1.  RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola
2.  Permasahan   yang   menjadi   kendala   dalam   pengelolaan

BLUD; dan
3.  Kinerja BLUD.
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(2) Dewan  Pengawas  melaporkan  pelaksanaan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1  (satu) kali
dalam satu semester atau sewaktu-waktu jika di butuhkan atas
permintaan Bupati.

BAB Ill
KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

(1) Dewan  Pengawas  diangkat  dan  ditetapkan  dengan  Keputusan
Bupati.

(2) Pembentukan  Dewan  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   (1)   hanya  dapat   dilakukan   oleh   BLUD   yang   memiliki
realisasi pendapatan dengan besaran tertentu menurut laporan
realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset dengan
besaran tertentu menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
untuk  pengawasan  dan  pengendalian  internal yang dilakukan
pejabat pengelola BLUD.

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas beljumlah 3 (tiga) orang, yang
memiliki:
a.  realisasi pendapatan  menurut  laporan  realisasi  anggaran  2

(dua)  tahun  terakhir  sebesar  Rp.   30.000.000.000,00  (tiga
puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.  loo.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

b.  nilai  aset  menurut  neraca  2  (dua)  tahun  terakhir  sebesar
Rp.   150.000.000.000,00  (seratus  lima  puluh  miliar  rupiah)
sampai   dengan   Rp500.000.000.000,OO   (lima   ratus   miliar
rupiah).

(5) Dewan    Pengawas    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
bertanggung jawab kepada Bupati.

(6) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur :
a.  Pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
b.  pejabat  di  lingkungan   satuan   kerja  pengelola  keuangan

daerah; dan
c.  tenaga  ahli  atau  tenaga  profesional  yang  sesuai  dengan

kegiatan BLUD.
(7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat

berasal  dari  tenaga  profesional,  atau  perguruan  tinggi  yang
memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

Pasal 7

Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima)
tahun  terbatas,  sesuai  dengan  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit
(Hospjta!  Bgzou/s)   atau   Dokumen   Pola  Tata   Kelola   (Cooxporote
got/emczrLce)    dan    dapat    diangkat    Kembali    selama    memenuhi
persyaratan.



Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas,  harus memenuhi
syarat sebagai berikut :
a.   sehatjasmani dan rohani;
b.   memiliki keahlian,  integritas,  kepimpinan,  pengalaman, jujur;

perilahai yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan
dan mengembangkan BLUD;

c.   memahami penyelenggaran pemerintah daerah;
d.   memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD

RSUD;
e.   memiliki waktu yang cukup  untuk melaksanakan tugasnya;
f.    berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
9.   berusia paling tinggi 60 (enam puluh ) tahun ;
h.   tidak pernah menjadi anggota direksi,  dewan pengawas,  atau

komisaris   yang   dinyatakan   bersalah   menyebabkan   badan
usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

i.    tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j.    tidak  sedang  menjadi  pengurus  partai  politik,  calon  kepala

daerah   atau   calon   wakil   kepala   daerah,   dan/atau   calon
legislatif.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 9

( 1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena ;
a.  meninggal dunia
b.  masa jabatan berakhir; atau
c.  diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Anggota  Dewan  Pengawas  diberhentikan  sebagaiman  dimaksud
pada ayat (1) huruf c, karena :
a.  tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b.  tidak    melaksanakan    ketentuan    peraturan    perundang-

undangan;
c.  terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
d.  dinyatahan  bersalah  dalam  putusan  pengadilan  yang  telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.  mengundurkan diri; dan
f.   terlibat  dalam   tindakan   kecurangan  yang  mengakibatkan

kerugian BLUD, negara, dan/atau daerah.



Bagian Kedua
Penggantian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 10

( 1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan
sebelum    habis    masa   jabatannya,    dilakukan    penggantian
anggota    Dewan    Pengawas    dengan    memenuhi    ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapakan selama sisa nasa jabatan
anggota dewan pengawas yang di ganti.

BABV
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal  1 1

(1)  Bupati dapat mengangkat  Sekretaris  Dewan  Pengawas  untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2)  Sekretaris   Dewan   Pengawas   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat  (1)  bertugas  dalam  pengelolaan  ketatausahaan  Dewan
Pengawas.

(3)  Sekretaris   Dewan   Pengawas   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD.

(4)  Sekretaris   Dewan   Pengawas   sebagaiman   dimaksud   pada
ayat ( 1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

(5)  Masa Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5
(lima)  tahun  dan  dapat  diangkat  Kembali  selama  memenuhi
persyaratan.

Pasal 12

Segala  biaya  yang  diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas
Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD.

BAB VI
REMUNERASI DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

(1)  Remunerasi   dalam   bentuk   honorarium   diberikan   kepada
Dewan   Pengawas  dan   sekretaris   Dewan   Pengawas   sebagai
imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap
bulan.

(2)  Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
a.  Honorium ketua Dewan Pengawas sebesar Rp 2.000.000,-;
b.  Honorium        anggota        Dewan        Pengawas        sebesar

Rp  1.500.000,-; dan
c.  Honorarium      sekretaris      Dewan      Pengawas      sebesar

Rp  1.000.000,-.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 28   Februari  2024

Pj. BUPATI SURAMARA,

ttd

RASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28   Februari  2024

SEKRETARIS DAERAH
RABUPATEN SURAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 10


